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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya 

sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun  2025 KPU Provinsi 

Sulawesi Barat dapat tersusun dengan baik. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, menguraikan 

capaian kinerja Tahun 2025 KPU Provinsi Sulawesi Barat selama 1 (satu) tahun 

terakhir sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2020 – 2024. 

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Barat 

diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, 

relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Sangat disadari bahwa LKjIP Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, oleh karena 

itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua 

pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga LKjIP ini dapat tersusun. 

Kami berharap agar LKjIP dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan 

media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur KPU Provinsi Sulawesi Barat. 

Mamuju, 30 Januari 2026 

KETUA, 

 

SAID USMAN UMAR 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU  Sulawesi Barat 

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan  

yang telah dilaksanakan pada tahun  anggaran  2025.  Dengan  berdasarkan  kepada  

Keputusan  KPU   Sulawesi Barat Nomor :  101 Tahun 2022  tentang  P e r u b a h a n  

Rencana  Strategis Komisi Pemilihan Umum  Sulawesi Barat Nomor. 82/PR.01.3-

Kpt/76/Prov/XII/2022 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum  Sulawesi 

Barat Tahun 2020-2024 serta  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi 

Pemilihan Umum  Sulawesi Barat Tahun Anggaran  2025  Nomor  SP DIPA - 

076.01.2.984767/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dan revisi  terakhir  NOMOR : SP 

DIPA- 076.01.2.984767/2025 Tanggal 19 Januari 2026, KPU Provinsi Sulawesi Barat 

menjabarkan sekaligus melaksanakan kinerja dalam  satu tahun  anggaran  yang 

terinci kedalam beberapa Program, Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Kegiatan. 

Untuk mewujukan Visi Komisi Pemilihan Umum  Sulawesi Barat sesuai dengan 

visi KPU  RI  yaitu  : “Menjadi  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  yang  Profesional, 

Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas”, beberapa 

upaya dilakukan  KPU  Sulawesi Barat  untuk  mewujudkan  visi serta menggambarkan  

tindakan  yang  disesuaikan  dengan  tugas  dan  fungsi,  dirumuskan dalam  misi KPU  

Sulawesi Barat yang selaras dengan  misi KPU RI, sebagai berikut : 

1. Membangun SDM yang kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum berintegritas; 

2. Memperkuat tata kelola Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang efektif 

dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel; 

3. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan; 

4. Mengelola data Pemilihan Umum yang akurat, menyeluruh, 

berkesinambungan dan mutakhir untuk pelayanan dan manajemen Pemilu; 

5. Menyusun regulasi/keputusan yang memberikan kepastian hukum, 

progresif dan partisipatif; 

6. Melayani hak Pemilih serta meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilih 

melalui sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang berkelanjutan;  

7. Melayani peserta Pemilu secara adil; dan 
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8. Membangun kerjasama dengan stakeholder untuk memperkuat 

pelaksanaan tugas organisasi. 

Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029 menyebutkan 

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui 

pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Periode Lima Tahun (2025 – 2029), Visi 

KPU Periode 2025 – 2029 adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial 

dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun Misi KPU merupakan 

rumusan strategis yang memandu seluruh Upaya jajaran KPU dalam mewujudkan 

Visi. Misi KPU Periode Tahun 2025 – 2029 adalah : 

1. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan 

JURDIL pada Periode 2025-2029; dan 

2. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan 

Akuntabel pada Periode 2025-2029. 

Untuk mencapai Visi dan Misi Periode Tahun 2025 – 2029 KPU Menyusun 2 (dua) 

Program Kegiatan, Yakni : 

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan 

2. Program Dukungan Manajemen 

Kedua   Program   kegiatan   tersebut   ditetapkan   untuk mewujudkan 

penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta 

membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

Dalam mewujudkan visi  dan  melaksanakan misi  tersebut, maka tujuan  yang 

hendak dicapai oleh KPU Provinsi  Sulawesi Barat adalah : 

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, serta 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelaksanaan demokrasi Indonesia; 

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang Pemilihan Umum 
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yang demokratis melalui sosialisasi dan pendidikan Pemilih yang 

berkelanjutan; dan 

3. Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan 

konsekuen. 

Sasaran-sasaran strategis KPU  Provinsi Sulawesi Barat yang hendak dicapai 

dalam tahun 2024, sebagai berikut : 

1. Penguatan kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang profesional, 

berintegritas dan mandiri; 

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

3. Penyempurnaan Data Pemilu secara terus menerus, menyeluruh dan 

berkesinambungan; dan 

4. Penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 

politik secara murni dan konsekuen; 

 Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029, Tujuan KPU 

dalam periode 2025 – 2029 sebagai berikut :  

1. menjamin  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  dalam  Pemilu  dan 

Pemilihan; 

2. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan 

3. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan 

Efisien. 

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini 

menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. 

Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan; 

2. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 

3. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang 

mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara 

Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien. 
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 Kinerja Tahun 2025 merupakan kinerja tahun kelima Renstra KPU Provinsi 

Sulawesi Barat 2020-2024. Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat 

dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target Kinerja Tahunan yang tercantum 

dalam rencana strategis dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. 

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan 

berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat beberapa 

penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 

Tahun 2025, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 masih berpedoman 

pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada RPJPN 

2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. 

Alokasi anggaran sebagai indikator Kinerja Keuangan KPU Provinsi Sulawesi 

Barat Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan DIPA KPU Nomor  SP DIPA - 

076.01.2.984767/2025 tanggal 02 Desember 2024 Digital Stamp Nomor: 0684-4745-

0055-8063 yaitu Sebesar Rp. 12.178.099.000,- (Dua belas milyar serratus tujuh puluh 

delapan ribu Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) sebagai alokasi anggaran diawal 

tahun 2025. Dengan berbagai revisi dan kebijakan efisiensi anggaran, alokasi 

anggaran di akhir tahun 2025 sebesar Rp.13.234.595.000,- (Tiga belas milyar 

duaratus tiga puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai 

dengan DIPA revisi terakhir Nomor : SP DIPA - 076.01.2.984767/2025 tanggal 19 

Januari 2026 Digital Stamp Nomor: 9679-9890-9041-2996 dengan realisasi anggaran 

yang dicapai sesuai dengan laporan realisasi SP2D tahun 2025 sebesar 

Rp.13.228.490.542,- (Tiga belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus 

Sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 99,95 Persen. 

Penggunaan  anggaran  diperuntukkan  bagi  upaya mewujudkan visi dan misi 

KPU  Provinsi Sulawesi Barat, yang tertuang dalam dua program 

yaitu:7.4907.490.000 

1) Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi; 

2) Program Dukungan Manajemen. 

Program ini merupakan program generik KPU  Provinsi Sulawesi Barat dengan 

sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : 

1. Terwujudnya Sistem Informasi yang andal dan berkualitas; 
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2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi yang 

berkualitas; 

3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang 

tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat; 

4. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai 

dengan Standart Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan 

Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi 

Informasi yang Terintegrasi; dan 

5. Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang aman dan damai 

disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. 

Dengan indikator kinerja program sebagai berikut : 

1. Persentase Informasi yang mutakhir dan dipublikasikan Pada Publik; 

2. Implementasi SAKIP oleh Inspektorat; 

3. Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi 

pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana; 

4. Persentase satker KPU yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan 

dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, dan 

Pemilih Disabilitas; 

5. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan; 

6. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan; 

7. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan; 

8. Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi tidak masuk dalam 

Daftar Pemilih Tetap; 

9. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang 

menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan 

ketentuan yang berlaku; 

10. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang melaksanakan 

Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai; 

11. Persentase Sengketa yang dimenangkan KPU Provinsi Sulawesi 

Barat. 
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Secara keseluruhan, kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian output maupun realisasi anggaran yang 

telah dilaksanakan secara  optimal  dengan  efektif  dan  efisien.  Terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaannya. Dengan keyakinan dan kerja 

keras sebagai tanggung jawab bersama, segala kendala dapat diatasi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Pemilu) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. KPU bebas dari pengaruh 

pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. 

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 

olehrakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota  secara demokratis. Pelaksanaan program 

dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai 

oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan 

anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang 

mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). 

LKj KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan 

tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut 

didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang 

mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan 

bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas 

pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). 
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Pembuatan laporan juga mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada 

Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU  selama 

Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2025 tersebut 

diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2025 

sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU  

selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja 

digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan 

peningkatan kinerja. 

B. Kedudukan, Tugas Wewenang dan Kewajiban 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :  

1. Kedudukan 

Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya 

disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.  

2. Tugas 

Pada Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU  Provinsi adalah :  

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 

b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di  sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; 

d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya 

kepada KPU; 
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e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh 

Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih; 

f. merekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota 

DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di  yang bersangkutan dan 

mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan 

suara di KPU Kabupaten/Kota; 

g. membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, 

Bawaslu , dan KPU; 

h. mengumumkan calon anggota DPRD  terpilih sesuai dengan alokasi jumlah 

kursi setiap daerah pemilihan di  yang bersangkutan dan membuat berita 

acaranya; 

i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu ; 

j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan 

tugas dan wewenang KPU  kepada masyarakat; 

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3. Wewenang 

Pada Pasal 16 menyebutkan bahwa wewenang KPU  adalah : 

a. menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi ; 

b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilu anggota DPRD  berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU 

Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara; 

c. menerbitkan keputusan KPU  untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota 

DPRD  dan mengumumkan; 

d. menjatuhkan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang 
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mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu , dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

4. Kewajiban 

KPU Provinsi berkewajiban: 

a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; 

c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

Penyelenggaraan Pemilukepada KPU; 

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 

Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; 

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang 

ditandatangani oleh ketuadan anggota KPU Provinsi; 

j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi; 

k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi; 

l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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m. melaksanakan putusan DKPP; dan 

n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Gambar1.1 

Bagan Struktur KPU Provinsi Sulawesi Barat 

 

Susunan dan keanggotan KPU Provinsi Sulawesi Barat yaitu berjumlah 5 (lima) orang, 

yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan 4 Anggota KPU Provinsi. Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dalam pembagian Tugas, Wewenang dan Kewajiban 

melakukan Pembagian tugas dalam bentuk Divisi, Yaitu meliputi : 

1 Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk 

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi 

dan evaluasi terkait dengan kebijakan : 

a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan; 

b. Protokol dan Persidangan; 

c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN); 

d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 

e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah / Janji 

DPRD Provinsi; dan 

f. Perencanaan, Pengadaaan barang dan jasa, serta distribusi logisitik Pemilu 

dan Pemilihan. 

KETUA KPU                           
DIVISI KEUANGAN UMUM 

RUMAH TANGGA DAN 
LOGISTIK

KETUA DIVISI 
PERENCANAAN, 

DATA DAN 
INFORMASI

KETUA DIVISI 
SOSIALISASI 
PENDIDIKAN 

PEMILIH, 
PARTISIPASI 

MASYARAKAT 
DAN SDM

KETUA DIVISI 
HUKUM DAN 

PENGAWASAN

KETUA DIVISI TEKNIS 
PENYELENGGARAAN 
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2 Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk 

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, 

dan evaluasi terkait dengan kebijakan:  

a. penyusunan program dan anggaran; 

b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;  

c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 

d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 

e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 

f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 

g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional. 

3 Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya 

Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:  

a. sosialisasi kepemiluan; 

b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 

c. publikasi dan kehumasan; 

d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; 

e. kerja sama antar lembaga; 

f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 

g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota; 

h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 

i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 

j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 

k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 

l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 

m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia. 

4 Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, 

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait 

dengan kebijakan: 

a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi; 

b. telaah hukum dan advokasi hukum; 

c. dokumentasi dan publikasi hukum; 
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d. pengawasan dan pengendalian internal; 

e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta 

non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 

f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan 

pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota 

5 Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, 

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait 

dengan kebijakan: 

a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 

b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; 

c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 

d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan 

suara; 

e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 

f. pelaporan dana kampanye; dan 

g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi. 

Divisi kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dan penanggung jawab, diputuskan dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2023 

tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023-2028. Adapun Divisi kerja KPU dan 

penanggung jawabnya dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 1.1 
Divisi Kerja KPU dan Penanggungjawab 

 
No. Nama Kedudukan Divisi 

1 Said Usman Umar Ketua Keuangan Umum Rumah Tangga 

dan Logistik Budiman Imran Wakil Ketua 

2 Asriani Ketua 
Perencanaan Data dan Informasi 

Elmansyah Wakil Ketua 

3 Budiman Imran Ketua Sosialisasi Pendidikan Pemilih 

Partisipasi Masyarakat dan SDM Asriani Wakil Ketua 
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4 Elmansyah Ketua 
Hukum dan Pengawasan 

Supriadi Narno Wakil Ketua 

5 Supriadi Narno Ketua 
Teknis Penyelenggaraaan 

Said Usman Umar Wakil Ketua 

Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Pembentukan 

Koordiantor Wilayah (Korwil) untuk Anggota KPU di lakukan dengan membagi daerah 

Kabupaten untuk setiap Korwil. Pembentukan Korwil dimaksud dengan ketentuan : 

a. KPU Provinsi Menyusun Korwil dalam Rapat Pleno; 

b. Susunan Korwil terdiri atas : 

1. Ketua; dan 

2. Wakil Ketua. 

c. Setiap Anggota KPU dapat menjadi Ketua Korwil; 

d. Setiap Anggota KPU dapat menjadi Wakil Korwil; 

e. KPU Provinsi melakukan pembagian Daerah Kabupaten untuk setiap 

Anggota KPU Provinsi; 

f. Dalam melakukan pembagian daerah Kabupaten, KPU Provinsi 

memperhatikan : 

1. Jarak Wilayah Kabupaten; 

2. Jumlah Penduduk di Wilayah Kabupaten; 

3. Tingkat Kerawanan; 

4. Derah terpencil dan tidak terpencil; 

Untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Provinsi; 

g. Susunan Korwil anggota KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU 

Provinsi. 

Korwil anggota KPU Provinsi mempunyai Tugas, sebagai berikut : 

a. Melakukan Koordinasi; 

b. Melakukan Supervisi; 

c. Melakukan Pembinaan; dan 

d. Mempercepat Penyelesaian Masalah. 

Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaikan permasalahan 

dalam Rapat Pleno KPU Provinsi. Dalam menyelesaikan permasalahan korwil 
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mengikutsertakan anggota KPU Provinsi yang membidangi Divisi yang terkait, untuk 

melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada KPU 

Kabupaten dalam wilayah kerjanya. Dalam melakukan tugas sueprvisi dan pembinaan 

di wilayah kerjanya, korwil anggota KPU Provinsi dapat : 

1 Memberikan arahan kepada KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU dan/atau KPU 

Provinsi; 

2 Melakukan klarifikasi, menganalisis dan membuat kajian terkait permasalahan 

yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk 

pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno; dan  

3 Melaporkan perkembangan pelaksanaan Keputusan kepada Rapat pleno dan 

KPU. 

Tabel 1.2 

Susunan pembagian Koordinator Wilayah 

No Nama Kedudukan Korwil 

1 Said Usman Umar Ketua 
Kabupaten Pasangkayu 

Elmansyah Wakil Ketua 

2 Asriani Ketua 
Kabupaten Polewali Mandar 

Said Usman Umar Wakil Ketua 

3 Elmansyah Ketua Kabupaten Mamuju dan 

Kabupaten Mamuju Tengah Asriani Wakil Ketua 

4 Budiman Imran Ketua 
Kabupaten Majene 

Supriadi Narno Wakil Ketua 

5 Supriadi Narno Ketua 
Kabupaten Mamasa 

Budiman Imran Wakil Ketua 

Sumber : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2023  

Dalam menjalankan tugas pokok dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Sekre-

tariat Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan KPU  dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh 

Sekretariat KPU  dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU  dipimpin 

oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU.  
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Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris 

KPU  bertugas :  

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;  

b. Memberikan dukungan teknis administratif;  

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU  dalam menyelenggarakan Pemilu;  

d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;  

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU ;  

f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Gubernur;  

g. membantu penyusunan laporan Penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU ; dan  

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99), struktur 

organisasi Sekretariat KPU  terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, dan 3 (tiga) Bagian yaitu 

1) bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, partisipasi masyarakat dan  SDM 2) 

bagian Keuangan, Umum dan Logistik; dan 3) bagian , Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum . Untuk subbagian, ada 6 (enam), yakni 1) subbagian Hukum, 2) 

subbagian Perencanaan, Data dan Informasi 3) subbagian Umum dan Logistik, 4) 

subbagian Keuangan, 5) Partisipasi Masyarakat dan SDM.  6) subbagian Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu. 

 

 

 

 

 



  
 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM  SULAWESI BARAT 

www.kpu-sulbarprov.go.id 
 

  

- 11 - | P a g e  

Gambar 1.2 

Rancangan SOTK KPU  Sulawesi Barat  Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 
 

 

 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum , dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi  Sulawesi Barat 

termasuk dalam Sekretariat KPU  Tipe B. 

C. Struktur Organisasi  

1. Sumber Daya Manusia  

KPU Provinsi  Sulawesi Barat didukung oleh 31 orang pegawai (PNS) dan 12 

CPNS dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan 
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jenjang pendidikan pegawai KPU dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) golongan, 

antara lain: SMP, SMA, D-III, S1, S2 dan S3.  

Tabel 1.3 
Rekap Jumlah ASN dan Tingkat Pendidikan 
Staf Sekretariat KPU  Sulawesi Barat 2025 

 

 

Berdasarkan data bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana 

S3 1 Orang, Sarjana S2 8 orang, Sarjana S1 sebanyak 36 orang, Diplomat Tiga (D3) 

sebanyak 2 Orang, SMA sebayak 23 orang dan SMP 1 Orang. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya 

manusia KPU cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin 

dalam struktur organisasi. 

Tabel 1.4 
Rekap Jenjang Pendidikan Pangkat dan Golongan SDM  

Pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat  

NO Pangkat / Gol 
Jenjang 

Pendidikan 
Jumlah 

Keterangan  

1 IV / d S3 1 PNS 

2 IV / b S2 1 PNS 

3 IV / a S2 3 PNS 

4 IV / a S1 3 PNS 

5 III / d S2 2 PNS 

6 III / d S1 2 PNS 

7 III / c S1 2 PNS 

8 III / b S2 2 PNS 

9 III / b S1 6 PNS 

10 III / b D3 1 PNS 

 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan 

ORGANIK CPNS PPPK TOTAL SMP SMA D-III S-1 S-2 S-3 

31 12 28 71 1 23 2 36 8 1 



  
 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM  SULAWESI BARAT 

www.kpu-sulbarprov.go.id 
 

  

- 13 - | P a g e  

11 III / a S1 1 PNS 

12 III / a S1 12 CPNS 

13 II / d SMA 5 PNS 

14 II / c D3 1 PNS 

15 II / b SMP 1 PNS 

16 IX S1 10 PPPK 

17 V SMA 18 PPPK 

 

2. Struktur Organisasi  

 
Gambar 1.3  

Pembagian Divisi Kerja dan Koordinator Wilayah KPU Provinsi Sulawesi Barat 
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Gambar 1.4 

Struktur Organisasi Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat 

 

 

SAID USMAN UMAR

KETUA KPU

ASRIANI
ANGGOTA KPU

(KETUA DIVISI 
PERENCANAAN, DATA DAN 

INFORMASI) 

BUDIMAN IMRAN

ANGGOTA KPU 
(KETUA DIVISI SOSIALISASI 

PENDIDIKAN PEMILIH, 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

DAN SDM)

ELMANSYAH 
ANGGOTA KPU 

(KETUA DIVISI HUKUM DAN 
PENGAWASAN)

SUPRIADI NARNO

ANGGOTA KPU
(KETUA DIVISI TEKNIS 
PENYELENGGARAAN 

PEMILU) 
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D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan LKj KPU Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:  

KATA PENGANTAR  

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan 

Kinerja. 

IKHTISAR EKSEKUTIF  

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja. 

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan 

penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA  

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada bab ini 

disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator 

kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat 

KPU. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, 

termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan 

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-

langkah antisipatif yang akan diambil.  

A. Capaian Kinerja Organisasi. 

1. Perbandingan target dan real tahun ini. 

2. Analisis sebab berhasil dan gagal atau naik/turun kinerja dan solusi. 

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

B. Realisasi Anggaran. 

BAB IV PENUTUP  

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, 

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat 

KPU  serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun 

mendatang.  

LAMPIRAN 

1) Perjanjian Kinerja; 

2) Lain-lain yang dianggap Perlu. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

Satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki struktur 

kepemimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris dengan kedudukan langsung di bawah 

Sekretaris Jenderal. KPU sebagai Lembaga Nonstruktural berperan penting dalam 

menegakkan demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga integrasi 

bangsa. Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran 

strategis Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun Prioritas KPU yang sebelumnya tertuang 

dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. 

Sasaran strategis untuk tujuan pertama, “Mewujudkan KPU yang mandiri, 

profesional, dan berintegritas,” meliputi: 

1. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 

2. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;dan 

3. terwujudnya   Sumber   Daya   Manusia   dan   Lembaga   KPU   yang 

berkualitas. 

Sasaran strategis untuk tujuan kedua, “Menyelenggarakan Pemilu Serentak 

yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif,” meliputi: 

1. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh 

lapisan masyarakat; dan 

2. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan sesuai standar 

pelayanan publik,   disertai   pengelolaan   data,   informasi,   dan 

dokumentasi pelaksanaan   Pemilu   berbasis   teknologi   informasi 

terintegrasi. 

Sasaran strategis untuk tujuan ketiga, “Mewujudkan Pemilu Serentak yang 

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil,” adalah “Terwujudnya Pemilu 

Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa 

hukum yang baik.” 

Sedangkan pada Periode 2025 – 2029 sasaran strategis yang akan dicapai oleh KPU 

Adalah sebagai berikut : 
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a. Sasaran    strategis    untuk    mencapai    Tujuan    “Menjamin    Hak 

Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah 

“Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu 

dan Pemilihan”; 

b. Sasaran     strategis     untuk     mencapai     Tujuan     “Mewujudkan 

Penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pemilihan  Tepat  Waktu  berdasarka Peraturan 

Perundang-Undangan” adalah: 

1) Terwujudnya   Data   Pemilih   dan   Data  Peserta  Pemilu  dan 

Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”; 

2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang 

berkualitas; 

3) Terwujudnya   Pelaksanaan   Pemungutan,   Penghitungan,   dan 

Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku; 

4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan 

5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan; 

c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola 

Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya 

Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang 

Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”. 

 

a. Visi  

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai 

melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 

(lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Barat mengacu pada Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 

Visi Komisi Pemilihan Umum Periode 2020-2024 adalah: 

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, 

Profesional dan Berintegritas” 

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas 

adalah sebagai berikut: 
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1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, 

disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel; 

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, 

aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan 

mendahulukan kepentingan umum. 

Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029 menyebutkan Visi 

KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 

Program dan Kegiatan selama Periode Lima Tahun (2025 – 2029), Visi KPU 

Periode 2025 – 2029 adalah : 

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan 

Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan 

Indonesia Emas 2045.” 

b. Misi  

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat merupakan 

rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran 

untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan 

Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, 

“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya’’ 

dengan uraian sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan 

Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan 

kode etik penyelenggara Pemilu; 

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 

Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta 

aksesibel; 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi 

dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak; 
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4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam 

Pemilu/Pemilihan Serentak; 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak 

untuk seluruh pemangku kepentingan. 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat periode 2020- 2024 

yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni: 

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat yang mampu melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran 

tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan  

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan 

Pemilihan. 

Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029 Misi KPU 

merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh Upaya jajaran KPU dalam 

mewujudkan Visi. Misi KPU Periode Tahun 2025 – 2029 adalah : 

1. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan 

JURDIL pada Periode 2025-2029; dan 

2. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan 

Akuntabel pada Periode 2025-2029. 

Untuk mencapai Visi dan Misi Periode Tahun 2025 – 2029 KPU Menyusun 2 (dua) 

Program Kegiatan, Yakni : 

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan 

2. Program Dukungan Manajemen 

Kedua   Program   kegiatan   tersebut   ditetapkan   untuk mewujudkan 

penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan 

serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel. 
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c. Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Barat. 

Penetapan    tujuan    diperlukan    untuk    mewujudkan    visi    dan menjalankan 

misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur 

keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong 

pencapaian visi dan misi KPU secara optimal. Dalam rangka mewujudkanvisi 

dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Barat, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Barat 

adalah sebagai berikut: 

1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang  

mandiri, professional dan berintegritas; 

2) Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Serentak yang demokratis, 

tepat waktu, efisien dan efektif; dan 

3) Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, 

Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. 

Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029, Tujuan KPU dalam 

periode 2025 – 2029 sebagai berikut :  

1. menjamin  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  dalam  Pemilu  dan 

Pemilihan; 

2. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan 

3. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan 

Efisien. 

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini 

menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. 

Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan; 

2. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 
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3. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang 

mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara 

Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien. 

 Kinerja Tahun 2025 merupakan kinerja tahun kelima Renstra KPU Provinsi 

Sulawesi Barat 2020-2024. Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat 

dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target Kinerja Tahunan yang tercantum 

dalam rencana strategis dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. 

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan 

berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat beberapa 

penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 

Tahun 2025, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 masih berpedoman 

pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada RPJPN 

2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Berikut selengkapnya tentang Perjanjian Kinerja 

yang disusun oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2025. 

Tabel 2.1 

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Target Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 

I. Mewujudkan Komisi pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan 

Berintegritas 

  Terwujudnya Sistem 

Informasi mengenai 

partai politik yang 

andal dan berkualitas 

Persentase Informasi 

mengenai partai politik  

yang mutakhir dan 

dipublikasikan pada 

publik 

20% 25% 30% 35% 40% 

Terwujudnya Sumber 

Daya Manusia dan 

Lembaga KPU 

Provinsi yang 

berkualitas 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

76% 77% 78% 79% 80% 

 

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja 

B B B B B 
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II. Menyelenggarakan  Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat waktu, Efisiensi, 

dan Efektif 

 Tewujudnya 

Kesadaran Pemilih, 

Kepemiluan dan 

Demokrasi yang tinggi 

untuk seluruh lapisan 

masyarakat 

Persentase Partisipasi 

Pemilih dalam 

Pemilu/Pemilihan 

77.5% 77.5% 77.5% 77.5% 77.5% 

Persentase Partisipasi 

Pemilih Perempuan 

dalam 

Pemilu/Pemilihan 

77% 77% 77% 77% 77% 

Persentase Partisipasi 

pemilih Disabilitas 

dalam 

Pemilu/Pemilihan 

77% 77% 77% 77% 77% 

Terwujudnya 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kepemiluan yang 

sesuai dengan standar 

Pelayanan Publik, 

disertai Pengelolaan 

Data dan Informasi 

serta dokumentasi 

pelaksanaan Pemilu 

Berbasis Teknologi 

Informasi yang 

terintegrasi 

Pemutakhiran Daftar 

Pemilih Berkelanjutan 

pada KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten 

0.20% 0.19

% 

0.18% 0.17% 0.16% 

Penyampaian 

Informasi dan Publikasi 

Pemilu/Pemilihan yang 

ditampilkan di media 

Publikasi 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

III. Mewujudkan pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur 

dan Adil 

 Terwujudnya 

Pemilu/Pemilihan 

Serentak yang aman 

dan damai disertai 

Persentase KPU 

Provinsi dan KPU 

Kabupaten yang 

melaksanakan Pemilu/ 

100% 100% 100% 100% 100% 
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penyelesaian sengketa 

hukum yang baik 

 

 

Pemilihan yang aman 

dan damai 

Presentase sengketa 

Hukum yang 

dimenangkan KPU 

Provinsi Sulawesi 

Barat 

89% 89% 89% 89% 90% 

 

B. Prioritas Nasional Tahun 2025 

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 

dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki 

peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu: 

1. PN1  “Memperkokoh  Ideologi  Pancasila,  Demokrasi,  dan  Hak  Asasi 

Manusia.” 

2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, 

Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, 

serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.” 

3. PN7   “Memperkuat   Reformasi   Politik,  Hukum,   dan   Birokrasi,   serta 

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan 

Penyelundupan.” 

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas 

pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian 

hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
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C. Perjanjan Kinerja Tahun 2025 

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana 

Strategis 2020-2024, maka target Kinerja Tahunan yang tercantum dalam rencana 

strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. 

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Sistem Informasi 

yang andal dan berkualitas 

Persentase Informasi yang mutakhir 

dan dipublikasikan Pada Publik 

40% 

2 Terwujudnya Sumber Daya 

Manusia dan Lembaga KPU 

Provinsi yang berkualitas 

Implementasi SAKIP oleh Inspektorat B 

3 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, 

Kepemiluan dan Demokrasi yang 

tinggi untuk seluruh lapisan 

masyarakat 

 

Pendidikan pemilih kepada daerah 

partisipasi rendah, daerah potensi 

pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah 

rawan konflik/bencana 

7 satker 

Persentase satker KPU yang memiliki 

“Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan 

Demokrasi” untuk Pemilih Pemula, 

Pemilih Perempuan, dan Pemilih 

Disabilitas 

100% 

Persentase Partisipasi Pemilih dalam 

Pemilu/Pemilihan 

77.5% 

Persentase Partisipasi Pemilih 

Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan 

77% 

Persentase Partisipasi Pemilih 

Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan 

77% 

4 Terwujudnya koordinasi 

Penyelenggaraan Kepemiluan 

yang sesuai dengan Standart 

Persentase Pemilih yang berhak 

memilih Tetapi tidak masuk dalam 

Daftar Pemilih Tetap 

0.14% 
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Pelayanan Publik, disertai 

Pengelolaan Data dan Informasi 

serta Dokumentasi Pelaksanaan 

Pemilu Berbasis Teknologi 

Informasi yang Terintegrasi 

Persentase KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten yang menyelenggarakan 

Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal 

dan ketentuan yang berlaku 

7 satker 

5 Terwujudnya Pemilu/Pemilihan 

Serentak yang aman dan damai 

disertai penyelesaian sengketa 

hukum yang baik 

Persentase KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten yang melaksanakan 

Pemilu/Pemilihan yang aman dan 

damai 

100% 

Persentase Sengketa yang 

dimenangkan KPU Provinsi Sulawesi 

Barat 

89% 

    

Program Anggaran 

1. Program Dukungan Manajemen Rp.   12.178.099.000,- 

 

D. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian 

Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025, yang terdiri 

dari dua program sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 

Kode Nama Kegiatan Pagu 

6639 Pengelolaan Keuangan Rp. 5.469.099.000 

3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan 

Sarana dan Prasarana 

Rp. 6.708.440.000 

Total Rp. 12.178.099.000 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan 

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

(Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018) 

Dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis 

akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis 

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi 

serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.  

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui persentase perbandingan antara 

target kinerja dan realisasi kinerja yang telah diolah berdasarkan data-data dari setiap 

sub bagian yang terkait. 

Tabel 3.1 
Target dan Realisasi Capaian Kinerja KPU Provinsi  Sulawesi Barat  

Tahun 2025 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya Sistem 

Informasi yang 

andal dan 

berkualitas 

Persentase Informasi 

yang mutakhir dan 

dipublikasikan Pada 

Publik 

40% 100% 100% 

2 Terwujudnya 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Lembaga KPU 

Implementasi SAKIP 

oleh Inspektorat 

B BB 100% 
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Provinsi yang 

berkualitas 

3 Terwujudnya 

Kesadaran Pemilih, 

Kepemiluan dan 

Demokrasi yang 

tinggi untuk seluruh 

lapisan masyarakat 

 

Pendidikan pemilih 

kepada daerah 

partisipasi rendah, 

daerah potensi 

pelanggaran pemilu 

tinggi, dan daerah rawan 

konflik/bencana 

7 satker 7 satker 100% 

Persentase satker KPU 

yang memiliki 

“Pendidikan Pemilih 

Kepemiluan dan 

Demokrasi” untuk 

Pemilih Pemula, Pemilih 

Perempuan, dan Pemilih 

Disabilitas 

100% 100% 100% 

Persentase Partisipasi 

Pemilih dalam 

Pemilu/Pemilihan 

77.5% - - 

Persentase Partisipasi 

Pemilih Perempuan 

dalam Pemilu/Pemilihan 

77% - - 

Persentase Partisipasi 

Pemilih Disabilitas dalam 

Pemilu/Pemilihan 

77% - - 

4 Terwujudnya 

koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kepemiluan yang 

sesuai dengan 

Standart Pelayanan 

Persentase Pemilih yang 

berhak memilih Tetapi 

tidak masuk dalam 

Daftar Pemilih Tetap 

0.14% - - 

Persentase KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten 

7 satker 7 satker 100% 
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Publik, disertai 

Pengelolaan Data 

dan Informasi serta 

Dokumentasi 

Pelaksanaan 

Pemilu Berbasis 

Teknologi Informasi 

yang Terintegrasi 

yang menyelenggarakan 

Pemilu/Pemilihan sesuai 

dengan jadwal dan 

ketentuan yang berlaku 

5 Terwujudnya 

Pemilu/Pemilihan 

Serentak yang 

aman dan damai 

disertai 

penyelesaian 

sengketa hukum 

yang baik 

Persentase KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten 

yang melaksanakan 

Pemilu/Pemilihan yang 

aman dan damai 

100% 100% 100% 

Persentase Sengketa 

yang dimenangkan KPU 

Provinsi Sulawesi Barat 

89% 100% 100% 

Keterangan :  

* Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat berdasarkan Laporan Evaluasi Sakip Tahun 

2024 Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota di Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2025 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa: 

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target; 

2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 7 target; 

3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 target; dan 

4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target. 
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B. Analisis Capaian Kinerja 

Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Target Realisasi 

2025 2023 2024 2025 

Terwujudnya Sistem Informasi yang andal dan berkualitas 

 Persentase Informasi yang 

mutakhir dan dipublikasikan 

Pada Publik 

40% 100% 100% 100% 

 

KPU Provinsi Sulawesi Barat juga telah  melaksanakan  berbagai  macam  

sarana publikasi dan setiap kegiatan yang dilaksanakan baik Tahapan Pemilu 

maupun Non Tahapan Pemilu di informasikan di Media Publikasi yang menukung 

Sistem Informasi yang andal dan berkualitas. Berikut Media Publikasi KPU Provinsi 

Sulawesi Barat : 

 E.PPID KPU PROVINSI SULAWESI BARAT 

 Website KPU Provinsi Sulawesi Barat : https://sulbar.kpu.go.id/ 

 Instagram KPU Provonsi Sulawesi Barat : @kpu_sulbar 

 Facebook KPU Provinsi Sulawesi Barat : Kpu Prov Sulbar 

 Twitter KPU Provinsi Sulawesi Barat : @KpuSulbar 

 Tiktok KPU Provinsi Sulawesi Barat : @kpusulbar 

 Youtube KPU Provinsi Sulawesi Barat : Kpu Provinsi Sulawesi Barat 

 JDIH KPU Provinsi Sulawesi Barat : https://jdih.kpu.go.id 

Untuk mendukung terwujudnya informasi partai politik yang mutakhir dan 

dipublikasikan pada publik, KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menginformasikan 

terkait Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang mana sistem ini disediakan Komisi 

Pemilihan Umum  guna membantu partai politik dan Penyelenggara Pemilu dalam 

tahapan pendaftaran pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai 

politik. 

Koordinasi PIC antar Instansi yang kurang maksimal menjadi kendala dalam 

mewujudkan Sistem Infomasi yang andal dan berkualitas.  Dalam pelaksanaannya 
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KPU Provinsi Sulawesi Barat juga telah melaksanakan upaya - upaya yang 

mendukung mewujudkan Sistem Infomasi yang andal dan berkualitas seperti : 

1. Pengelolaan seluruh Platform Media Sosial KPU secara maksimal 

2. Kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam berbagai kegiatan dan 

menyampaian informasi yang berkualitas.  

3. Bekerja sama dengan seluruh Media lokal dalam Publikasi.  

4. Menyiapkan pelayanan informasi melalui media PPID.  

5. Membuat rilis Berita KPU Provinsi untuk menjadi rujukan informasi 

Salah satu pencapaian dalam pengelolaan 

informasi public pada KPU Provinsi Sulawesi Barat 

Adalah KPU Provinsi Sulawesi Barat meraih 

predikat Informatif di Penganugrahan Keterbukaan 

Informasi Publik Tahun 2025 yang di selenggarakan 

oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat. 

KPU Sulawesi Barat diganjar Predikat Badan Publik 

dengan Kualifikasi Informatif di malam 

Penganugrahan Komisi Informasi Sulbar. Dengan 

Predikat Komisi Informasi Award 2025 Menguatkan 

Transparansi Menuju Digitalisasi Dalam 

Mewujudkan Sulbar Informatif Maju dan Sejahtera. 

Produksi Dan Publikasi Podcast Edisi Desember KPU Provinsi Sulawesi Barat  

Dalam rangka meningkatkan 

kualitas penyebaran informasi 

publik serta penguatan tata kelola 

kehumasan, KPU Provinsi 

Sulawesi Barat secara rutin 

menyelenggarakan kegiatan 

podcast sebagai media sosialisasi 

dan edukasi pemilu kepada 

masyarakat. Kegiatan ini 
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berdasarkan:  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2024.  

Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Serta Tata Kelola 

Kehumasan KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat. 

kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Tata Kelola 

Kehumasan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas serta pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia 

pada pengelola layanan informasi publik dan kehumasan di lingkungan KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat.  

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Target Realisasi 

2025 2023 2024 2025 

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi yang berkualitas 

 Implementasi SAKIP oleh 

Inspektorat 

B BB BB BB 
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SAKIP adalah sistem yang dirancang untuk memastikan instansi pemerintah 

mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem ini 

diatur dalam Peraturan Kementerian PANRB No. 29/2010 dan menjadi bagian dari 

reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan utamanya 

adalah:  

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. 

- Memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan 

berbasis hasil.   

- Membangun budaya kerja berorientasi pada capaian kinerja. 

SAKIP terdiri dari empat komponen utama:   

a.  Perencanaan Kinerja 

 Penetapan Sasaran  

 Pengukuran Kinerja 

 Pelaporan Kinerja  

 Evaluasi Kinerja 

Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat 

Nilai Akuntabilitas Kinerja  Komisi Pemilihan Umum Barat dinilai oleh 

Inspektorat KPU Provinsi Sulawesi Barat. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP 

KPU Provinsi Sulawesi  Barat Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 77,90 dengan 

kategori BB atau sangat baik dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja 

No Uraian Bobot Nilai 

1 Perencanaan Kinerja 30,00 23,10 

2 Pengukuran Kinerja 30,00 23,10 

3 Pelaporan Kinerja 15,00 12,45 

4 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Internal 
25,00 19,25 

 Hasil Hasil Evaluasi 100,00 77,90 

 Kategori Akuntabilitas BB 
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Adapun perbandingan nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata dari Tahun 2022 

sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Perbandingan Nilai AKIP KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 – 2024 

Tahun Target Nilai Predikat Capaain 

2022 B 77.25 BB 100% 

2023 B 77.35 BB 100% 

2024 B 77.90 BB 100% 

Untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU  Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 

akan dinilai Kembali oleh Inspektorat pada tahun 2026. KPU  Provinsi Sulawesi Barat 

telah mempersiapkan bahan berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan evaluasi 

tersebut. 

Sedangkan Hasil penilaian atas Implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten di 

Wilayah Sulawesi Barat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas 

kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen 

kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian sebagai berikut: 

 
Sumber : Laporan Evaluasi Sakip Tahun 2024 Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota di Wilayah Sulawesi 

Barat Tahun 2025 
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Hasil Temuan BPK, BPKP, dan Inspektorat 

Pada Tahun 2025, telah berlangsung Pemeriksaan dari BPK Perwakilan. 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menentukan sampel dari 7 satker yang ada di  

Provinsi Sulawesi Barat. Dari pemeriksaan BPK Perwakilan yang menjadi sampel ada 

3 satker, KPU  Provinsi Sulawesi Barat, KPU Kabupaten Mamuju dan KPU Kabupaten 

Mamasa. Pemeriksaan berlangsung secara 2 (dua) tahap. 

- Tahap I Pemeriksaan Pendahuluan atas Pengelolaan Belanja Hibah Pilkada  

Serentak Tahun 2024 Periode Tahun 2024 s.d Semester I Tahun 2025. 

- Tahap II Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Kepala 

Daerah Periode Tahun 2024 s.d Semester I Tahun 2025 

Selain hal tersebut diatas, KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten 

juga telah menargetkan penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan 

Inspektorat pada Tahun 2025. Target penyelesaian Adalah 7 (Tujuh) Satker, realisasi 

hanya 2 (dua) Satker yang berhasil menyelesaikan sampai akhir Tahun 2025,  yakni 

KPU Kabupaten Majene dan KPU Kabupaten Pasangkayu sehingga capaian sebesar 

28.57 Persen.  
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Untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi  Barat Tahun 2025 

akan dinilai kembali oleh Inspektorat pada tahun 2026. KPU  Provinsi Sulawesi Barat 

telah mempersiapkan bahan berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan evaluasi 

tersebut. 

Adapun dampak SAKIP untuk Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Barat antara lain : 

1. Transparansi dan akuntabilitas yang mana dalam hal ini, setiap kegiatan dan 

anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat harus dipertanggungjawabkan secara 

terbukaa, menghindari praktik korupsi. Hal ini juga mendorong integritas dalam 

pengelolaan pemilu. 

2. Budaya Kerja Berorientasi Hasil, dimana berkaitan dengan hal ini pegawai 

dituntut fokus pada capaian indikator kinerja, bukan sekadar aktivitas rutin.   

3. Peningkatan Efisensi, dimana alokasi sumber daya (anggaran, SDM) lebih 

terarah karena berbasis data kinerja.   

4. Koordinasi Antarbagian, SAKIP menjadi alat kontrol seluruh bagian di KPU 

bekerja secara terintegrasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.   

Adapun hambatan-hambatan dan tantangan dalam implementasi SAKIP pada 

KPU Provinsi Sulawesi Barat antara lain : 

1. Kurangnya Sumberdaya Manusia yang kompeten yang khusus diberi pelatihan 

dalam melaksanakan pelaporan dan pengukuran kinerja 

2. Terdapat Retensi Perubahan yang mana pegawai telah terbiasa dengan 

system lama yang telah terbentuk dan kesulitan beradaptasi dengan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. 

3. Kualitas data yang kurang akurat pada saat menentukan target diawal tahun, 

sehingga tidak maksimal dalam misi mencapai target. 

Adapun rekomendasi atau Upaya KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam hal 

implementasi SAKIP antara lain : 

1. Melaksanakan penyusunan RKT yang sesuai dengan siklus pemilu dan juga 

penyusunan RKT yang sesuai pada saat tahapan pemilu telah selesai. 
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2. Melakukan pelatihan terhadap staf terkait penyusunan Indikator Kinerja, 

pengumpulan data dan mengkonversikannya kedalam tools SAKIP 

3. Memanfaatkan E-SAKIP untuk otomasi Pelaporan. 

4. Melibatkan akademisi sebagai mitra evaluasi independen kinerja (terkhusus 

terkait pemilu 

Dengan implementasi SAKIP yang baik, KPU Provinsi Sulawesi Barat dapat 

meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan pemilu, memperkuat partisipasi 

masyarakat, dan menjadi contoh instansi pemerintah yang transparan. 

Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Target Realisasi 

2025 2023 2024 2025 

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk 

seluruh lapisan Masyarakat 

 Pendidikan pemilih kepada 

daerah partisipasi rendah, 

daerah potensi pelanggaran 

pemilu tinggi, dan daerah 

rawan konflik/bencana 

 
 
 

7 satker 

 
 
 

7 satker 

 
 
 

7 satker 

 
 
 

7 satker 

 Persentase satker KPU yang 

memiliki “Pendidikan Pemilih 

Kepemiluan dan Demokrasi” 

untuk Pemilih Pemula, 

Pemilih Perempuan, dan 

Pemilih Disabilitas 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 Persentase Partisipasi 

Pemilih dalam 

Pemilu/Pemilihan 

 
77.5% 

 
84.95% 

 
75.85% 

 
- 

 Persentase Partisipasi 

Pemilih Perempuan dalam 

Pemilu/Pemilihan 

 
77% 

 
84% 

 
75% 

 
- 
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 Persentase Partisipasi 

Pemilih Disabilitas dalam 

Pemilu/Pemilihan 

 
77% 

 
73.40% 

 
75% 

 
- 

 

Tahun 2025 merupakan tahun transisi, Dimana tahun tersebut tahapan pemilu 

dan pemilihan belum berjalan. Untuk pencapaian sasaran Strategi Terwujudnya 

Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan 

Masyarakat dengan indikator kinerja 1. Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi 

rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana, 

indikator kinerja 2. Persentase satker KPU yang memiliki “Pendidikan Pemilih 

Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, dan Pemilih 

Disabilitas, indikator kinerja 3. Persentase Partisipasi Pemilih dalam 

Pemilu/Pemilihan, indikator kinerja 4. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan 

dalam Pemilu/Pemilihan, dan indikator kinerja 5. Persentase Partisipasi Pemilih 

Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan  bersumber dari analisis pelaksanaan tahapan 

Pemilu dan Pemilihan  ditahun 2024. 

Berdasarkan data target dan realisasi diatas dapat dilhat bahwa seluruh satker 

(7 satker) KPU Se-Sulawesi Barat telah melaksanakan pependidikan pemilih kepada 

daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah 

rawan konflik/bencana. 

Seluruh KPU Se-Sulawesi Barat (7 satker) juga telah melaksanakan 

Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula, Pemilih 

Perempuan, dan Pemilih Disabilitas 

Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 

menagalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu/Pemilihan Tahun 2019. 

Persentase Partisipasi Pemilih Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan juga 

mengalami Kenaikan. Namun terjadi penurunan pada persentase pemilih disabilitas 

dalam pemilu/pemilihan.  

Secara keseluruhan, persentase Presentase Partisipasi Pemilih dalam 

Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 menagalami peningkatan dibandingkan dengan 
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Pemilu/Pemilihan Tahun 2019. Namun Tingkat partispasi pemilih mengalami 

penurunan pada Pilkada 2024 dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Pemilih 

Pemilu Tahun 2024. 

Pada Februari  Tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan wakil 

Presiden, Pemilihan DPR RI,  Pemilihan DPD RI, dan Pemilihan DPRD Provinsi dan 

pada Nonember Tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang mana 

presentasinya bisa dilihat dari gambar dibawah :  

Gambar 3.1  Partisipasi Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar 

 Pemilu Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Partisipasi Masyarakat Kabupaten Majene 

 Pemilu Tahun 2024 
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Gambar 3.3 Partisipasi Masyarakat Kabupaten Mamasa 

 Pemilu Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Partisipasi Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah 

 Pemilu Tahun 2024 
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Gambar 3.5 Partisipasi Masyarakat Kabupaten Mamuju 

 Pemilu Tahun 2024 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Partisipasi Masyarakat Kabupaten Pasangkayu 

 Pemilu Tahun 2024 
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Gambar 3.7. Partisipasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat  

Pemilu Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Partisipasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat 

Pilkada (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) Tahun 2024 
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Dilihat dari infografis  Partisipasi Pemilih Tahun 2024 diatas, dapat disimpulkan 

bahwa terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Pemilihan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. 

Namun jika dibandingkan dengan Tahun 2019, Tingkat Partisipasi Pemilih Tahun 

2024 mengalami peningkatan. Adapun analisis turunnya Partisipasi Pemilih Pilkada 

yang dibandingkan dengan Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 antara 

lain : 

 Adanya kejenuhan Pemilih karena Pemilu dan Pilkada dilaksanakan  di 

tahun yang sama 

 Bentuk/sikap respon Pemilih terhadap Calon 

 Penggerak Pemilih ke TPS berkurang drastis 

 Pemilih yang terdaftar di DPT Sulbar banyak di luar daerah menempuh 

Pendidikan atau bekerja/merantau di luar daerah Sulbar. 

 Banyaknya Pemilih yang tidak dikenal ketika distribusi 

C.Pemberitahuan 

 Tingginya pemilih yang belum melakukan Perekaman KTP-el untuk 

Pemilih Pemula (28.451 Pemilih yang terdaftar dalam DPT 

 Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di musim hujan yaitu masuk 

bulan November sampai Desember 

 Dalam rangka meningkatkan partisipasi partisipasi pemilih disabilitas untuk 

pemilu Serentak 2024, KPU Provinsi telah melaksanakan beberapa Upaya antara lain: 

 Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 5 Segmen (Pra pemilih, Pemilih 

Pemula, Agamawan, Perempuan, Disabilitas); 

 Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas Disabilitas; 

 Melakukan update pendataan pemilih disabilitas; 

 Menjamin hak politik penyandang disabilitas; 

 Melibatkan penyandang disablitas sebagai penyelenggaraan pemilu 

dan relawan demokrasi; 

Strategi yang disusun sebagai Langkah antisipatif dan Upaya untuk 

meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan Tahun 2024 antara lain: 

 Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan berbagai basis pemilih; 
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 Kirab Pemilu yang disertai dengan Sosialisasi Partai Politik yang  

tersebar di seluruh Kabupaten Se-Sulawesi Barat 

 Membangun koneksi dengan berbagai pemangku kepentingan pemilu. 

 Sosialisasi dan Pendidikan pemilih secara langsung dan tidak 

langsung, serta massif dan berkelanjutan 

 Sosialisasi melalui media massa, media cetak, elektronik dan online. 

 Sosialisasi melalui media social (podcast, tiktok, twitter, Instagram, 

facebook) dan platform website sulbar.kpu.go.id 

 Menjalin Kerjasama dengan perguruan tinggi baik swasta dan negeri 

dalam Upaya melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula dan 

pemilih muda. 

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Target Realisasi 

2025 2023 2024 2025 

Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan 

Standart Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta 

Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi 

 Persentase Pemilih yang 

berhak memilih Tetapi tidak 

masuk dalam Daftar Pemilih 

Tetap 

0.14% - - - 

 Persentase KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten yang 

menyelenggarakan 

Pemilu/Pemilihan sesuai 

dengan jadwal dan ketentuan 

yang berlaku 

 
7 satker 

 
7 satker 

 
7 satker 

 
7 satker 

 

Tahun 2025 merupakan tahun transisi, Dimana tahun tersebut tahapan pemilu 

dan pemilihan belum berjalan. Untuk pencapaian Sasaran Strategi Terwujudnya 

koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standart Pelayanan 

Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan 
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Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi dengan indikator kinerja 1. 

Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih 

Tetap dan Indikator Kinerja 2. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang 

menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang 

berlaku bersumber dari analisis pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan ditahun 

2024. 

Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi tidak masuk dalam Daftar 

Pemilih Tetap 

Dalam rangka menekan presentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak 

masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, KPU Provinsi Sulawesi Barat melaksanaan 

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap. 

 Berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Keputusan Komisi Pemilih Umum 

Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam 

Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum,  KPU  Provinsi Sulawesi Barat telah 

melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak 

Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 

 Pada Tahun 2023 Data hasil sanding DP4 dan diturunkan oleh KPU RI ke KPU 

Kabupaten melalui KPU . Berikut infografis sebaran pemilih di TPS hasil sinkronisasi 

DP4 dengan DPB Kabupaten Se- Sulawesi Barat : 

Gambar 3.9 Infografis Sebaran Pemilih di TPS Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPB 

Kabupaten Se-  Sulawesi Barat 
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Pemutakhiran Daftar Pemilih Secara  Berkelanjutan  

 Dengan lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 

Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, ini menandakan bahwa tahapan 

pemuktahiran data selanjutnya telah dimulai. Diawal Tahun 2025 Tahapan 

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan Seluruh Satker se –  Sulawesi 

Barat. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan sesuai waktu yang 

telah ditentukan. Data tersebut menjadi data sandingan untuk Daftar Penduduk 

Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih untuk 

Pemilu Tahun 2029. 

Langkah – Langkah dalam proses Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagai 

berikut : 

1) Pengumpulan Data Sumber 

KPU menerima dan mengonsolidasikan data kependudukan yang berubah 

dari berbagai sumber, terutama dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), serta instansi terkait lainnya seperti TNI 

dan Polri. Berikut Adalah data yang telah diturunkan oleh KPU RI ketingkat 

KPUProvinsi dan KPU Kabupaten untuk di sinkrongkan.  

Gambar 3.10 
Rekap Data Sinkronisasi Semester I dan Semester II Tahun 2025 
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2) Pengolahan Data dan Analisis Data 

Data yang diterima akan "dibersihkan" dan diinput ke dalam Sistem Informasi 

Data Pemilih (Sidalih) untuk dianalisis, termasuk pengecekan data ganda. 

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan oleh KPU Kabupaten meliputi 

pencermatan data berdasarkan data DP4 hasil sinkronisasi yag diturunkan 

oleh KPU RI dan data yang diterima berdasarkan hasil koordinasi dengan 

instansi terkait dan laporan dan tanggapan Masyarakat. 

Gambar 3.11 Menu Sidalih (Proses Input Data&hapus data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Verifikasi dan Validasi Data (Coklit Terbatas) 

KPU melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, yang bisa meliputi 

pencocokan dan penelitian Terbatas (Coktas) terbatas sebagai sampel untuk 

memastikan keakuratan data di lapangan.  

Gambar 3.12 Monitoring Coklit Terbatas 
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4) Koordinasi dan Kerjasama Dengan Stakeholder 

KPU berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) 

melibatkan instansi terkait seperti Disdukcapil, pemerintah daerah, Bawaslu, 

TNI/Polri, dan partai politik peserta pemilu untuk memastikan data yang 

diterima dan diproses akurat. 

Gambar 3.13 Koordinasi dengan Stakeholder 
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5) Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan 

a. Kegiatan Rapat Koordinasi (PDPB) Semester I Tahun 2025  

Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan 

(PDPB) Semester I Tahun 2025 merupakan Pencermatan Pemutakhiran 

Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 

Tahun 2025. Rakor Ini bertujuan untuk 

Memelihara dan memperbaharui DPT 

Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir 

secara berkelanjutan untuk penyusunan 

DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan 

berikutnya dengan tetap menjamin 

kerahasiaan data dan Menyediakan data dan informasi Pemilih berskala 

nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan 

mutakhir. 

b. Rapat Koordinasi Konsolidasi Data Hasil Sinkronisasi DP4 Semester II 

Tahun 2025 

Kegiatan Rapat Koordinasi Konsolidasi Data Hasil Sinkroniasai Daftar 

Penduduk Poteosial Pernilh Pemilihan (DP4) Semester ll Tahun 2025 

rnerniliki tujuan untuk Memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu 

dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT 

pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin 

kerahasiaan data dan Menyediakan data dan informasi Pemilih berskala 

nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan 

mutakhir. 

Gambar 3.14 
Rapat Konsolidasi Data Hasil Sinkronisasi DP4 Semester II  

Tahun 2025 
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6) Rapat Pleno dan Penetapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 

Hasil pemutakhiran direkapitulasi 

dan ditetapkan dalam rapat pleno 

terbuka yang mengundang pihak 

terkait. Rapat pleno tingkat KPU 

Kabupaten/Kota dilaksanakan 

paling singkat setiap 3 bulan 

(Triwulan) sekali dan KPU 

Provinsi setiap 6 bulan sekali 

serta KPU Ri Sekali Setahun. 

KPU Kabupaten/Kota 

menyampaikan berita acara pleno 

rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada: 

a. Bawaslu Kabupaten/Kota; 

b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau   

c. instansi terkait lainnya. 

Gambar 3.15 
Rapat Pleno Rutin Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten 
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8) Pengumuman Hasil 

KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten mengumumkan hasil 

rekapitulasi PDPB melalui laman resmi (website), media sosial, atau aplikasi 

berbasis teknologi informasi lainnya, dengan tetap melindungi data pribadi 

(hanya menampilkan nama dan alamat, bukan NIK atau tanggal lahir). 

Informasi mengenai rekapitulasi data pemilih yang diumumkan di website, 

papan pengumuman, atau media lain sebagai bentuk transparansi.  

Gambar 3.16 Info Grafis Pengumuman Hasil Penetapan PDPB Tingkat 
Provinsi dan  Tingkat Kabupaten 
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9) Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini untuk 

menjamin akurasi data. Masyarakat dapat mengecek status keterdaftaran 

mereka sebagai pemilih melalui portal daring (online) 

seperti https://cekdptonline.kpu.go.id/ . 

Gambar  3.17 https://cekdptonline.kpu.go.id/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada pelaksanaannya, banyak kendala yang ditemukan yang mendorong KPU  

Provinsi Sulawesi Barat melakukan beberapa Upaya-upaya yang bertujuan untuk 

mewujudkan data pemilih yang valid antara lain : 

1. Melakukan pendataan dan koordinasi ke stakeholder terkait pemilih pemula. 

2. Berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait perekaman KTP-El serta data 

perpindahan penduduk yang masuk dan keluar;                     

3. Berkoordinasi dengan Polri dan TNI terkait pemilih yang telah terdaftar sebagai 

anggota Polisi dan Tentara 

4. Berkoordinasi dengan Pihak lapas/rutan untuk mendata pemilih yang telah 

menjadi warga binaan 

KPU Provinsi Sulawesi  Barat juga menyadari bahwa untuk kedepannya sangat 

diperlukan koordinasi yang lebih lanjut dengan Dirjen Disdukcapil khususnya masalah 
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kepemilikan KTP-El dengan domisili lama yang masih dipegang oleh masyarakat, 

tetapi masyarakat yang bersangkutan telah pindah domisili ketempat lain, dengan 

tujuan untuk menghasilkan data yang lebih valid kedepannya. 

  Pada pelaksanaannya, banyak kendala yang ditemukan yang mendorong KPU   

Provinsi Sulawesi Barat melakukan beberapa Upaya-upaya yang bertujuan untuk 

mewudkan data pemilih yang valid antara lain : 

5. Melakukan pendataan dan koordinasi ke stakeholder terkait pemilih pemula. 

6. Berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait perekaman KTP-El serta data 

perpindahan penduduk yang masuk dan keluar Sulawesi  Barat 

7. Berkoordinasi dengan Polri dan TNI terkait pemilih yang telah terdaftar sebagai 

anggota Polisi dan Tentara 

8. Berkoordinasi dengan Pihak lapas/rutan untuk mendata pemilih yang telah 

menjadi warga binaan 

KPU  Provinsi Sulawesi Barat juga menyadari bahwa untuk kedepannya sangat 

diperlukan koordinasi yang lebih lanjut dengan Dirjen Disdukcapil khususnya masalah 

kepemilikan KTP-El dengan domisili lama yang masih dipegang oleh masyarakat, 

tetapi masyarakat yang bersangkutan telah pindah domisili ketempat lain, dengan 

tujuan untuk menghasil data yang lebih valid kedepannya. 

Penyelengaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal  

KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten se Sulawesi – Sulawesi Barat 

melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Tahapan 

Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2024 dan juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahapan 

Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pemilih.  

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum yang meliputi Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD 
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Tingkat , dan Anggota DPRD Tingkat Kabupaten dimulai sejak tahun 2022  yang mana 

telah dilaksanakan sebagai berikut : 

1. PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PEMILU  

(14  JUNI 2022 - 14 JUNI 2024) 

- KPU Provinsi Sulawesi  Barat telah melaksanakan revisi sebanyak 17 

kali di Tahun 2023 untuk mendukung tahapan Pemilu 2024 

2. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  

(14 OKTOBER 2022 - 21 JUNI 2023)  

 Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan 

Penyusunan Daftar Pemilih di Tahun 2023 antara lain: 

a. Rapat Koordinasi Persiapan Pencocokan dan Penelitian Penyusunan 

Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 

b. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) 

Pemilihan Umum 2024 

c. Rapat Koordinasi Menuju Persiapan Penyusunan DPT Pemilu tahun 2024 

KPU  dan KPU Kabupaten Se- Sulawesi Barat 

d. Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 KPU  dan 

KPU Kabupaten Se- Sulawesi  Barat 

e. Rapat Pra-Pleno dan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Pemilu Tahun 2024 Tingkat KPU Provinsi Sulawesi  Barat 

3. PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN  

(14 OKTOBER 2022 - 9 FEBRUARI 2023) 

a. Sosialisasi Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPD  Sulawesi  

Barat Pemilu Tahun 2024 ( Kantor KPU Provinsi Sulawesi   Barat, Rabu 12 

April 2023) 

4. PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, 

DPD, DPRD , DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 

A. ANGGOTA DPD (6 DESEMBER 2022 - 25 NOVEMBER 2023) 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan pencalonan anggota DPD 

antara lain : 

 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Minimal Perbaikan 

Kedua Bakal Calon DPD ( Mamuju, 24 Maret 2023 ) 
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 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Syarat 

Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon DPD  

( Mamuju, 1 Maret 2023 ) 

 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi 

Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon DPD Dan Pencuplikan 

Sampel Bakal Calon DPD ( Kantor KPU   Barat, 22 Februari 2023) 

 Pencabutan Sampel Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon 

DPD ( Mamuju, 4-5 Februari 2023 ) 

 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi 

Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon DPD (Mamuju, 3 

Februari 2023 ) 

 Bimbingan Teknis Aplikasi Silon Syarat Dukungan Bakal Calon 

DPD ( Mamuju, 2 Februari 2023 ) 

 Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal 

Calon DPD KPU  dan KPU Kabupaten Se- Sulawesi Barat 

(Mamuju, 26 Januari 2023) 

 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi 

Dukungan Minimal Pencalonan Perseorangan Anggota DPD 

Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat   Barat (19 Januari 2023 ) 

 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi   

5. ANGGOTA DPR, DPRD , DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  

(24 APRIL 2023 - 25 NOVEMBER 2023) 

Kegiatan yang dilaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD  

antara lain: 

 Uji Publik 1, 2 & 3 Rancangan Daerah Pemilihan Dan Alokasi 

Kursi Anggota DPRD  Sulawesi Barat (Kabupaten Polewali 

Mandar, 17 Januari 2023, (Kabupaten Pasangkayu, 20 Januari 

2023) (Kabupaten Mamuju, 21 Januari 2023) 

 Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Tahapan & Rapat Pleno 

Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai 

Rakyat Adil Dan Makmur (5 April 2023) 
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 Bimbingan Teknis Tata Cara Pengaduan  Bakal Calon Anggota 

DPR, DPRD  Dan DPRD Kabupaten/Kota & Sosialisasi 

Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD  Dan DPRD 

Kabupaten/Kota Serta Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD 

Dan Penggunaan Silon ( 17 April 2023 ) 

 Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon DPD Dan Pengajuan 

Bakal Calon Anggota DPRD   Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 

(1-14 Mei 2023) 

 Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Akhir Verifikasi 

Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPD Dan Bakal 

Calon Anggota DPRD /Kabupaten Se- Sulawesi Barat Untuk 

Pemilu Tahun 2024 ( 19 Juni 2023 ) 

 Rapat Koordinasi Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi 

Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPD Dan Bakal 

Calon DPRD  Untuk Pemilu Tahun 2024 (24 Juni 2023) 

 Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan Penyusunan Dan 

Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD, 

DPRD  Dan DPRD Kabupaten Pada Pemilu Tahun 2024 (04 

Agustus 2023) 

 Penyerahan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi 

Dokumen Bakal Calon Anggota DPD Dan Bakal Calon Anggota 

DPRD  Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (05 Agustus 

2023) 

 Rapat Koordinasi Persiapan Vermin Hasil Pencermatan Daftar 

Calon Tetap (DCT) (13 Oktober 2023) 

 Penyampaian Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD   

Sulawesi Barat Dan Persetujuan Desain Foto Serta Nama Calon 

Anggota DPD RI Dapil Sulawesi  Barat Pemilu Tahun 2024   ( 3 

November 2023 ) 

6. MASA KAMPANYE PEMILU (28 NOVEMBER 2023 - 10 FEBRUARI 2024 

 Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 

2024 (Mamuju 22 November 2023) 
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 Sosialisasi Regulasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di 

Lembaga Penyiaran  Dan Perjanjian Kerjasama Antara KPU  

Provinsi Sulawesi Barat Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  

Sulawesi Barat ( Mamuju, 27 Desember 2023 ). 

7. MASA TENANG (11 FEBRUARI 2024 - 13 FEBRUARI 2024) 

8. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (14 FEBRUARI 2024 - 15 

FEBRUARI 2024) 

9. REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA (15 FEBRUARI 2024 - 20 

MARET 2024) 

KPU Provinsi Sulawesi Barat juga telah  melaksanakan  berbagai  macam  

sarana publikasi dan setiap kegiatan yang dilaksanakan baik Tahapan Pemilu 

maupun Non Tahapan Pemilu di informasikan di Media Publikasi. Berikut Media 

Publikasi KPU Provinsi Sulawesi Barat : 

 E.PPID KPU PROVINSI SULAWESI BARAT 

 Website KPU Provinsi Sulawesi Barat :  

 Instagram KPU Provonsi Sulawesi Barat : @kpu_sulbar 

 Facebook KPU Provinsi Sulawesi Barat : kpu prov sulbar 

 Twitter KPU Provinsi Sulawesi Barat : @KpuSulbar 

 Youtube KPU Provinsi Sulawesi Barat : Kpu Prov. Sulawesi Barat 

 JDIH KPU Provinsi Sulawesi Barat : https://jdih.kpu.go.id 

Adapun pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penyelenggaraan  Pemilu / Pemilihan, yakni sebagai berikut : 

1) Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Sistem Pemilu, Penataan Daerah 

Pemilihan dan Alokasi Kursi Serta Desain Surat Suara. 

FGD menjadi penting sebagai forum dialog, tukar pikiran, dan masukan dari 

berbagai pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu, akademis,pemantau 

pemilu maupun partai politik peserta pemilu. Melalui FGD ini diharapkan diperoleh 

pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan, kebutuhan, dan alternatif 

desain dapil yang lebih representatif dan inklusif, sehingga mampu memperkuat 

pelaksanaan demokrasi dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Alokasi kursi di 
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setiap daerah pemilihan harus dilakukan secara proporsional, adil, serta sesuai 

dengan prinsip kesetaraan Suara Proses 

penataan alokasi kursi juga harus 

mempertimbangkan jumlah penduduk, 

keterwakilan wilayah, serta 

memperhatikan inklusivitas politik agar 

tidak menimbulkan ketimpangan 

representasi di lembaga legislatif. 

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia nomor 

1109/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Juni 

2025 perihal Penjelasan Pelaksanaan 

Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan.  

Hasil pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema 

Sistem Pemilu, Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi serta Desain 

Surat Suara adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Pemilu  

 Peserta Focus Group Discussion (FGD) menekankan pentingnya 

memperkuat sistem pemilu proporsional terbuka agar lebih menjamin 

keterwakilan suara rakyat; 

 Ditekankan pula perlunya penyempurnaan dan penyederhanaan 

regulasi untuk meminimalisir Kondisi di lapangan; 

 Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu menjadi 

tujuan dan prioritas utama, termasuk pemanfaatan teknologi 

informasi secara optimal. 

2. Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 

 Disepakati perlunya penataan Dapil yang lebih proporsional, dengan 

mempertimbangkan asas proporsionalitas, keterwakilan wilayah, 

serta kesetaraan jumlah penduduk;  

 Partisipasi publik dalam penataan dapil perlu diperkuat melalui 

mekanisme konsultasi dan uji publik; 
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 Perhitungan alokasi kursi legislatif perlu dilakukan dengan 

mempertimbangkan jumlah penduduk dan tingkat partisipasi pemilih 

di masing-masing daerah; 

 Mekanisme alokasi kursi harus menjamin keadilan, terutama bagi 

daerah dengan jumlah penduduk besar. 

3. Desain Surat Suara 

 Peserta Focus Group Discussion (FGD) memberikan masukan agar 

desain surat suara lebih sederhana, mudah dipahami, dan ramah 

bagi semua kalangan, termasuk pemilih lanjut usia maupun pemilih 

pemula serta pemilih penyadang disabilitas;   

 Pemanfaatan teknologi cetak surat suara dan tata letak yang jelas 

dapat meminimalisir potensi kesalahan dalam memilih;  

 Perlu dilakukan simulasi yang sistimatis dan uji publik atas desain 

surat suara sebelum ditetapkan secara resmi. 
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2) Sosialisasi Tata Cara dan Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten; 

Dalam pelaksanaannya, proses 

Penggantian Antarwaktu (PAW) diatur 

secara jelas dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 

Pemilu, serta peraturan Komisi 

Pemilihan Umum terkait tata cara 

pencalonan dan penetapan perolehan 

suara. Namun demikian, kompleksitas 

regulasi serta variasi situasi di lapangan 

sering menimbulkan perbedaan 

pemahaman bagi para pemangku 

kepentingan, baik partai politik, sekretariat DPRD, maupun masyarakat. Hal ini 

berdampak pada munculnya potensi sengketa, hambatan administratif, dan 

keterlambatan proses Penggantian Antarwaktu (PAW).  

Melalui kegiatan sosialisasi Tata Cara dan 

Prosedur Penggantian Antarwaktu (PAW) 

ini, diharapkan tercipta keseragaman 

pemahaman, meningkatnya kapasitas 

partai politik dan sekretariat DPRD dalam 

mengajukan Penggantian Antarwaktu 

(PAW), serta terselenggaranya proses 

penggantian anggota DPRD secara tertib, 

tepat waktu, dan sesuai mekanisme. 

Dengan demikian, fungsi representasi 

politik dan pelayanan publik oleh DPRD 

dapat tetap berjalan optimal demi 

terjaganya kualitas demokrasi di tingkat provinsi maupun kabupaten. Berdasarkan 

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1465/PAW.01-
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Und/06/2025 tanggal 26 Oktober 2025 perihal Undangan 6. Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi tata cara dan prosedur Penggantian 

Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan sosialisasi tata cara dan prosedur Penggantian Antarwaktu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten bersama dengan penyelenggara Pemilu tingkat 

kabupaten se-Sulawesi Barat; 

b. Memberikan Sosialisasi tata cara dan prosedur Penggantian Antarwaktu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi 

Barat, Angggota KPU Kabupaten dan Kasubag Teknis Penyelenggaraan 

serta Admin/Operator SIMPAW KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat. 

c. Memberikan Sosialisasi bertujuan menyamakan persepsi antara KPU, 

DPRD, partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait mekanisme 

Penggantian Antarwaktu (PAW) agar tidak terjadi perbedaan penafsiran 

aturan. 

d. Meningkatkan Pengetahuan tentang Regulasi Penggantian Antarwaktu 

(PAW) Kegiatan ini menjelaskan dasar hukum, syarat, prosedur, alur, dan 

dokumen yang diperlukan dalam proses Penggantian Antarwaktu (PAW) 

sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan ketentuan perundang- 

undangan lainnya. 

e. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggara dan Peserta PAW Sosialisasi 

membantu memastikan setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan baik 

dari segi hukum maupun administras 
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3) Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol 

Semester II Tahun 2025 

Sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan serta kebijakan KPU 

tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, KPU menyediakan 

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai instrument digital untuk mengelola 

dan memverifikasi data partai politik.  

SIPOL tidak hanya digunakan pada 

masa tahapan pemilu, tetapi juga 

berfungsi sebagai basis data yang 

harus diperbarui secara berkala oleh 

partai politik di luar tahapan pemilu.  

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia nomor 

1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 

Desember 2025 perihal Pemutakhiran 

Data Partai Politik secara Berkelanjutan 

melalui Sipol Semester II Tahun 2025, 

Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai 

Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025 dilaksanakan 

sebagai sarana peningkatan pemahaman dan kapasitas partai politik, sekaligus 

sebagai upaya memastikan ketersediaan data partai politik yang valid, mutakhir, 

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran 

penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas. 

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Target Realisasi 

2025 2023 2024 2025 

Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai 

penyelesaian sengketa hukum yang baik 

 Persentase KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten yang 

melaksanakan 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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Pemilu/Pemilihan yang aman 

dan damai 

 Persentase Sengketa yang 

dimenangkan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat 

89% 85% 100% 100% 

 

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang melaksanakan 

Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai  

  Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di 

Kabupaten Se-Sulawesi Barat berjalan dengan aman dan damai.   

 

Presentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sulawesi Barat 

 Pada pemilu 2024 ada beberapa sengketa yang diselesaikan antara lain sebagai 

berikut : 

1. PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/DPRK 

untuk pengisian kenaggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 

Tahun 2024, Pemohon : Partai Golkar 

2. PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi/DORA, DPRA Kabupaten/DPRK 

Daerah Pemilihan Pasangkayu I terkait dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara 

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 

Kedua sengketa Pemilu Serentak Tahun 2024 dimenangkan oleh KPU. 

Adapun Sengketa Hukum yang digugat ke MK pada Pilkada 2024 diproses 

pada Tahun 2025. antara lain : 

1. PHP Bupati Pasangkayu Thn 2014, Pemohon : Lembaga Pemantau Gerak 

Langkah Indonesia 

2. PHP Bupati Mamuju Tahun 2024, Pemohon : Ado Mas Ud dan 

Damris/Paslon No Urut 2 
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3. PHP Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, Pemohon : Sarul Sukardi dan 

Alamsyah Arifin/Paslon No Urut 2. 

Kendala yang dialami pada pemilu dan pilkada Tahun 2024 adalah 

pengumpulan alat bukti yang membutuhkan waktu, sehingga untuk pemilu 

kedepannya  harus diantisipasi dengan tertib dalam melakukan pengarsipan dokumen 

dan juga melakukan digitalisasi dokumen untuk mempermudah dalam melakukan 

pencarian dokumen yang dibutuhkan. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penyelesaian 

sengketa Tahun 2024 adalah : 

 Bimtek yang disesuaikan dengan Tahapan yang berjalan (Bimtek PHPU dan 

tata cara penyusunan alat bukti) 

 Diskusi – diskusi dengan stakeholder untuk menyamakan persepsi terkait 

dengan aturan aturan yang berlaku 

 Melaksanakan Sosialisasi sesuai dengan Tahapan yang berjalan 

 

C. Capaian Kinerja Lainnya 

Capaian Kinerja lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1) Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Di Lingkungan KPU Provinsi Dan KPU 

Kabupaten Se- Provinsi Sulawesi Barat 

Pengelolaan arsip adalah proses 

sistematis untuk mengendalikan arsip 

dari penciptaan hingga penyusutan, 

memastikan ketersediaan, keamanan, 

dan kegunaannya sebagai alat bukti 

serta memori organisasi, melibatkan 

tahapan seperti klasifikasi, 

penyimpanan, pemeliharaan, 

penggunaan, dan penyusutan 

(pemusnahan/penyerahan). Ini 

mencakup arsip fisik dan digital, 
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menggunakan sistem seperti Tata Naskah Dinas (TND), Klasifikasi Arsip (KA), 

Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan Sistem Klasifikasi Akses dan Keamanan 

(SKKAD) untuk efisiensi dan kepatuhan. Sehubungan hal tersebut, maka 

dipandang perlu melakukan kegiatan Pengelolaan Arsip di Lingkungan KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten Se- Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut 

dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan, penataan dan penyelamatan 

arsip pemilu tahun 2024 serta meningkatkan kapasitas SDM KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan arsip 

berdasarkan Surat Sekjen nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 mei 

2025 perihal pengelolaan dan penyelamatan arsip di lingkungan KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota;dan Surat sekjen nomor 3031/TU.02-SD/03/2025 

tanggal 2 september 2025 perihal penyampaian laporan arsip hasil alih media. 

 

2) Bimbingan Teknis Pengelolaan 

Informasi Dan Dokumentasi Serta Tata 

Kelola Kehumasan KPU Provinsi Dan 

KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat. 

kegiatan Bimbingan Teknis 

Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi serta Tata Kelola 

Kehumasan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten se-Sulawesi Barat 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

serta pemahaman dan keterampilan 

sumber daya manusia pada pengelola layanan informasi publik dan 

kehumasan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Sulawesi 

Barat.  

 

3) Pelaksanaan Kegiatan Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan 

Publik KPU Provinsi Sulawesi Barat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang 
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Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. Maka telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), hasil SKM 

yang diperoleh merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan 

masyarakat. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan 

masukan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk terus melakukan perbaikan 

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segara tercapai sehingga harapan 

dan tuntutan Masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat 

terpenuhi. 

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengetahui 

gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas 

pendapat Masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan publik yang telah 

diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. Adapun sasaran atas 

pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai berikut: 

a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 

b) Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik; 

c) Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik; 

d) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diberikan. 

Dengan dilakukan survei kepuasan masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Barat 

dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 

a) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik; 

b) Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

unit pelayanan publik secara periodik; 

c) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak 

lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 

d) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 
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e) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada 

lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja 

pelayanan; 

f) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 

Gambar 3.18 
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik  

KPU Provinsi Sulawesi Barat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Focus Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Laporan Evaluasi 

Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat. 

Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat ini 

secara khusus memiliki tujuan untuk: 
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a) Menilai penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat, 

meliputi aspek Tahapan dan Non-tahapan Pemilihan serta dukungan 

fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan berupa kelembagaan/supporting 

system dan eksternalitas di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten; 

b) Membangun model dan standar evaluasi Pemilihan di Provinsi 

Sulawesi Barat meliputi ruang lingkup evaluasi yang mencakup 

pendekatan, metodologi, dan standar capaian yang dapat diadopsi 

sebagai model evaluasi Pemilihan di masa mendatang; 

Evaluasi ini menjadi panduan bagi KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan dan memperkuat proses 

demokrasi di tingkat daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Rapat Koordinasi Pencepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan 

Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan APIP; 

Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan 

Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, dan APIP dilaksanakan pada 

tanggal 04 November 2025 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat yang 

dihadiri oleh pimpinan dan jajaran sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat 

dengan poin-poin sebagai berikut : 
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1. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi 

Barat Said Usman Umar, dalam kesempatan ini beliau menekankan 

kembali tentang pentingnya Komitmen serta Konsistensi dalam 

membangun KPU yang bersih, 

akuntabel dan melayani; 

2. Kemudian kegiatan dilanjutkan 

dengan materi yang dibawakan 

oleh Ketua Divisi Hukum dan 

Pengawasan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat Elmansyah, ia 

menegaskan selain pentingnya 

penguatan komitmen, kita juga 

harus perlu melakukan percepatan 

tindak lanjut pembangunan Zona Integritas dimasing-masing satuan kerja, 

untuk itu jug  a beliau meminta agar masing - masing satuan 

kerja melakukan survei pelayanan publik dan persepsi antikorupsi, serta 

mendorong inovasi dan transparansi layanan. Salah satu agenda penting 

yang dibahas adalah pentingnya menyiapkan video profil satuan kerja untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga; 

3. Pembahasan tentang strategi dan langkah-langkah konkret dalam 

mempercepat pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta 

menyelesaikan isu-isu terkait 

temuan audit dari BPK, BPKP, dan 

APIP. 

4. Arahan juga mencakup penerapan 

Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 

2025 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan SPIP, termasuk 

penyesuaian format pelaporan agar 

sesuai dengan ketentuan terbaru. 

KPU Provinsi Sulawesi Barat juga menghimbau kepada KPU Kabupaten se 
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Sulawesi Barat agar fokus pada tindak lanjut rekomendasi dari evaluasi 

BPKP tahun sebelumnya dan pemantauan pelaporan SPIP secara berkala.  

6) Rapat Pleno Penetapan Kartu Kendali SPIP 

Pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Penetapan Kartu Kendali SPIP 

dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025 di Aula Gedung Kantor KPU 

Provinsi Sulawesi Barat dengan penyampaian materi dan pembahasan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penyampaian dari Inspektorat terkait temuan apakah sudah 

ditindaklanjuti terkait temuan 2024 pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.  

2. Membuat matriks tindak lanjut atas temuan yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pemantauan 

atas tindak lanjut tersebut; 

3. Terkait  reward and Punishment, pemberian reward terhadap satker 

Kabupaten yang menyelesaikan temuan BPK sebagai bentuk Percepatan 

penyelesaian sehingga keseluruhan permasalahan dapat tercapai sesuai 

target; 

4. Dasar hukum pemberian  reward and Punishment adalah hasil rapat pleno 

hari ini atau berdasarkan juknis 1766. 

Gambar 3.19 E-SPIP KPU Provinsi Sulawesi Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan 

Pengendalian Gratifikasi pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP 
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Kabupaten/Kota dilaksanakan atas dasar surat undangan Sekretaris Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 1206/PW.02-

Und/12/2025 kepada 

Sekretaris KPU Provinsi dan 

Sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota di Seluruh 

Indonesia yang isinya 

memerintahkan agar seluruh 

pegawai dapat mengikuti kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian 

Gratifikasi tersebut dan hadir tepat waktu yang dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 08 September 2025. Capaian Kegiatan Adalah dalam rangka 

peningkatan integritas serta pemahaman dan kesadaran pegawai akan budaya 

antikorupsi dan pengendalian gratifikasi. Kegiatan ini tidak lain merupakan 

bagian dari komitmen KPU untuk mewujudkan kelembagaan yang bersih dan 

berintegritas. 

Gambar 3.20 Banner Zona Integritas 
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8) Implementasi Pembangunan Zona Integritas KPU Provinsi Sulawesi Barat  

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani KPU Provinsi Sulawesi Barat 

dimaksudkan memberikan gambaran terhadap proses pelaksanaan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat. 

Tujuan dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU 

Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk: 

a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi; 

b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan 

c. Meningkatkan pelayanan publik. 

Gambar 3.21 
SK Tim Pembangunan Zona Integritas KPU Sulbar 

 

Gambar 3.22 
Rapat Pleno Rutin, Apel Pagi, dan Dokumen Rencana Kerja ZI 
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9) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 

Untuk mendukung Tugas dan Fungsi KPU Provinsi Sulawesi Barat, Sekretariat 

KPU  Sulawesi Barat berkewajiban untuk melakukan pendokumentasian 

Informasi Hukum serta melakukan penyuluhan/sosialisasi terkait hal 

tersebut.Selama tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Barat telah 

memanfaatkan Teknologi Informasi dalam melakukan pendokumentasian 

informasi hukum di Lingkungan KPU   Provinsi Sulawesi Barat, sehingga 

semua pihak (termasuk publik)  yang berkepentingan dapat melakukan akses 

terhadap peraturan KPU.  Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan 

peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan yang mana dapat 

diukur dari presentasi peraturan KPU dan Keputusan KPU serta peraturan 

perundang-undangan yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan telah 

terealisasi di Tahun 2025 dan berikut adalah bagan Tim Pembina dan Tim 

Teknis JDIH KPU Provinsi Sulawesi Barat: 

Gambar 3.23 

Bagan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Sulawesi Barat 
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D. Realisasi Anggaran 

Presentase Realiasasi Anggaran di tahun 2025 disajikan berdasarkan data 

perbandingan antara  Anggaran tahun 2024 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023 

dan tahun 2022, Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel  berikut : 

Tabel 3.4 

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 , 2023 2024 dan 2025 

No. Tahun Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Capaian 

1. 2022 16.691.881.000 16.641.232.476 50.648.524 99.70% 

2. 2023 29.740.270.000 29.326.351.719 413.918.281 98.61% 

3. 2024 70.524.742.000 57.100.993.811 13.423.748.189 80.97% 

4. 2025 13.234.595.000 13.228.490.542 6.104.458 99.95 % 
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Berdasaran tabel diatas, persentase capaian realisasi dari tahun 2022 sebesar 

99.70 persen menjadi 98.61 Persen pada tahun 2023 dan  80.97 persen pada tahun 

2024 serta 99.95 Persen di Tahun 2025, ini disebabkan pada Tahun 2023 dan 2024 

merupakan tahun pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sedangkan pada tahun 2025 

merupakan tahun transisi pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga adanya efisiensi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun hal tersebut tidak KPU Provinsi Sulawesi Barat 

masih dapat mencapai realisasi anggaran yang tinggi sebesar 99.95 persen atau 

sebesar Rp. 13.228.490.542,- ( Tiga belas juta dua ratus duapuluh delapan ribu empat 

ratus Sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dari  Alokasi anggaran 

sebesar Rp. 13.234.595.000,- ( Tiga belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima 

ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

Gambar 3.24 
 Realisasi Belanja Satker Per jenis Belanja Tahun 2025 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : berdasarkan Aplikasi Omspan Tahun 2025 
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Gambar 3.25 
Laporan Kinerja Tahun 2025 

 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Berdasarkan Aplikasi Sakti Keuangan Tahun 2025 

Gambar 3.26 
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran (Berdasarkan Pelaporan)  Tahun 2025 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Berdasarkan Aplikasi E-Monev Bappenas 
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Gambar 3.27 
Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan Tahun 2025 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : berdasarkan Aplikasi Omspan Tahun 2025 

 
Gambar 3.28 

Pelaporan Komponen Anggaran Tahun 2025 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Berdsarkan Aplikasi E-Monev Bappenas 
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Pada Tahun 2025 KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan revisi sebanyak 16 

kali, revisi tersebut adalah revisi Dipa dan Revisi Pok, sebagaimana tergambar dalam 

table berikut : 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Revisi Dipa Tahun Anggaran 2025 

NO URAIAN TANGGAL PAGU DIGITAL STAMP 

1 2 3 4 5 

1 Pagu Awal 02 – Des – 24 Rp. 12.178.099.000,- 0684-4745-0055-8063 

2 Revisi 1 21 – Feb – 25 Rp. 10.130.420.000,- 9673-3105-0900-5769 

3 Revisi 2 13 – Mar – 25  Rp. 11.130.276.000,- 1623-4809-9854-8292 

4 Revisi 3 19 – Mar – 25  Rp. 11.130.276.000,- 1623-4809-9854-8292 

5 Revisi 4 15 – Apr – 25  Rp. 11.130.276.000,- 1623-4809-9854-8292 

6 Revisi 5 07 – Mei – 25 Rp. 10.904.783.000,- 7252-6024-5049-7851 

7 Revisi 6 20 – Juni – 25 Rp. 11.594.929.000,- 5008-6578-4120-7000 

8 Revisi 7 04 – Juli – 25  Rp. 11.594.929.000,- 5008-6578-4120-7000 

9 Revisi 8 20 – Agus – 25 Rp. 12.497.849.000,- 3191-6358-9851-6175 

10 Revisi 9 02 – Sept – 25 Rp. 12.497.849.000,- 3191-6358-9851-6175 

11 Revisi 10 22 – Sept – 25   Rp. 12.497.849.000,- 3191-6358-9851-6175 

12 Revisi 11 03 – Okt – 25 Rp. 12.497.849.000,- 3191-6358-9851-6175 

13 Revisi 12 02 – Nov – 25  Rp. 12.786.008.000,- 4805-9533-6060-9665 

14 Revisi 13 19 – Nov – 25  Rp. 12.786.008.000,- 4805-9533-6060-9665 

15 Revisi 14 02 – Des – 25  Rp. 12.786.008.000,- 4805-9533-6060-9665 

16 Revisi 15 10 – Des – 25  Rp. 12.786.008.000,- 4805-9533-6060-9665 

17 Revisi 16 19 – Jan – 26  Rp. 13.234.595.000,- 9679-9890-9041-2996 

     

Revisi tersebut mempengaruhi capaian realisasi anggaran, realisasi yang dicapai 

sebesar 99.95 persen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

- Terbitnya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang 

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.  
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- Pelaksanaan revisi anggaran yang harus melibatkan pemberi hibah selama 

tahapan Pemilihan Kepala Daerah. 

- Pengembalian dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah sebesar 

Rp.12.114.944.081 (Dua belas milyar seratus empat belas juta Sembilan ratus 

empat puluh empat ribu delapan puluh satu rupiah); 

- Menggunakan dua mata anggaran yaitu anggaran APBN dan APBD. 

- Tidak adanya sengketa hukum di Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang mana 

sebelumnya anggaran Pemilihan Kepala Daerah di Alihkan menjadi anggaran 

Monitoring dan pendampingan hukum Ke Kabupaten yang Melaksanakan 

PHPU sengketa hukum. 

- Biaya yang tertera pada Standar Biaya Masukan oleh Kementerian Keuangan 

lebih besar dari pada harga real pelaksanaan anggaran. 
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BAB IV 

 PENUTUP 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 

merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam 

menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program 

dan kegiatannya KPU berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang 

ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan 

Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Rencana Strategis 

(Renstra) KPU Tahun 2020-2024.  

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 menyajikan 

berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Provinsi 

Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut 

tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja 

berdasarkan tujuan dan sasaran. 

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi 

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, 

keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, 

dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society. 

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi antara lain 

adalah : 

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan 

dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, 

pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;  

2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan 

profesionalisme KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta 

masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;  

3. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi 

para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana merupakan salah 
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satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta 

Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;  

4. Melakukan sosialisasi secara masif terkait Daftar Pemilih Sementara  (DPS)  

untuk memperoleh masukan dan tanggapan agar dalam Penyusunan Daftar 

Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menuju penyusunan Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) dapat memperoleh data yang akurat dan mutakhir melalui berbagai 

segmen, seperti di tempat umum, tempat ibadah, pasar dan tempat publik. 

 

LAMPIRAN : 

1. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUI.AWESI BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama
Jabatan

: Said Usman Umar
: Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini , dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

Mamuju, Januari 2026

KETUA

u USMAN R

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

r
SUL,



lndikator Kinerja Target

1 Terwujudnya Pelayanan yang

Baik kepada Peserta dan
Pemilih dalam Pemilu dan
Pemilihan

lndeks Pelayanan Publik B

2 Terwujudnya Data Pemilih dan
Data Peserta Pemilu dan
Pemilihan sesuai ketentuan
yang berlaku

Persentase Data Pemilih yang Terdata 100%

Persentase Partai Politik yang Berbadan
Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai
Peserta Pemilu

19QYo

2 Temrujudnya Regulasi terkait
Pelaksanaan Pemilu dan
Pemilihan yang berkualitas

lndeks Reformasi Hukum 90

lndeks Kualitas Kebijakan

4 Tenrujudnya Logistik Pemilu
dan Pemilihan yang akuntabel

lndeks Tata Kelola Logistik 95

5 Meningkatnya Partisipasi
Pemilih dalam Pemilu dan
Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu
dan Pemilihan

78o/o

6 Tenrvujudnya Kelembagaan
KPU yang Bersih dan
Akuntabel serta didukung oleh

SDM yang Profesional dan
Berintegritas serta Sarana
Prasarana Kerja yang Memadai

73

Persentase Data Pemilih yang Valid dan
Tidak Ganda

100o/o

Nilai Capaian lndikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)

92

lndeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja
KPU

B

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
BPK dengan Baik dan Tepat Waktu

79%

lndeks Pengelolaan Aset J

Tingkat Maturitas SPIP 77
Nilai terhadap Capaian lndikator Kinerja
Utama (lKU)

88

Tingkat Digitalisasi Arsip 62
lndeks Tata Kelola Pengadaan 95

PROGRAM

l) Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum

2) Program Dukungan Manajemen

At{GGARAN

Rp. 60.367.000,-

Rp.13.769.972.000,-

Januari 2026

A,

t!
a) NU

PER.IAIIJ!,AI{ KIilER.'A TA}IUN 2026

KOTIS! PETLHAI{ UTUf, PROVII{SI SULAIYESI BARAT

No Sasaran Strategis

85

Nilai SAKIP KPU

A

,
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